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MOTTO

“Keadilan dan kekuasaan harus berjalan beriringan. Jadi apa pun yang adil
mungkin akan berkuasa dan apa pun yang berkuasa mungkin akan adil.”*

(Blaise Pascal)

!Benedict Hanggu, 2009. Cara Jitu Menjadi Remaja Berprestasi. Messemedia. HIm 63
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RINGKASAN

PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA DENGAN PASAL
YANG TIDAK DIDAKWAKAN OLEH PENUNTUT UMUM
DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Putusan Mahkamah Agung Nomor : 810K/Pid.Sus/2012)

Majelis Hakim dalam menjalankan haknya untuk menghukum harus
mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana. Pemeriksaan hakim dan dasar
pertimbangan putusan hakim tentunya dibatasi oleh surat dakwaan yang dibuat
oleh jaksa/penuntut umum yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) mengenai syarat
suatu surat putusan pemidanaan dan apabila melanggar ketentuan tersebut maka
dapat mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Namun dalam
persidangan kerap terjadi suatu putusan hakim yang tanpa mengacu pada surat
dakwaan. Akibatnya maka terjadi suatu ketidakpastian hukum, sehingga pada
akhirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor : 810K/Pid.Sus/2012 hakim
menyatakan putusan pemidanaan bagi terdakwa, meskipun sebenarnya terdakwa
harus bebas karena memang tidak terbukti bersalah berdasarkan dakwaan
penuntut umum. Adapun permasalahan penulisan skripsi ini adalah tentang
putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pasal
yang tidak didakwakan oleh penuntut umum pada Pengadilan Tinggi terkait
dengan sistem pemidanaan, serta dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung
menolak permohonan kasasi penuntut umum terkait dengan Pasal 253 ayat (1)
KUHAP.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisa putusan
Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pasal yang
tidak didakwakan oleh penuntut umum pada Pengadilan Tinggi sesuai dengan
sistem pemidanaan dan dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak
permohonan kasasi penuntut umum berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.
Metode penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis
normatif, pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-
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undangan, dan sumber bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum

primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah pertama,
putusan Mahkamah Agung menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pasal
yang tidak didakwakan oleh penuntut umum pada Pengadilan Tinggi tidak sesuai
dengan sistem pemidanaan. Karena syarat sahnya pemidanaan harus menyebutkan
pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana dalam Pasal 197 ayat
(1) huruf ¢ dan huruf e, yang dapat menyebabkan putusan batal demi hukum.
Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
mengabaikan nilai kepastian hukum, yakni berupa hak-hak pembelaan yang
seharusnya diperoleh terdakwa. Sehingga kurangnya suatu keadilan yang kuat jika
hakim tidak mendasarkan pada kepastian hukum. Kedua, dasar pertimbangan
hakim Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi penuntut umum tidak
sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Sebab alasan kasasi yang diajukan oleh
penuntut umum sudah memenuhi syarat Pasal 253 ayat (1) yakni Pengadilan
Tinggi menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Karena syarat sahnya
putusan pemidanaan harus ada dakwaan. Jadi seharusnya Mahkamah Agung

menerima permohonan kasasi serta mengadili sendiri perkara tersebut.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah pertama, seharusnya dalam perkara
ini hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan sebelumnya yakni putusan
mengenai diluar dakwaan penuntut umum. Kepastian hukum perlu ditegakkan,
sebab kepastian hukum tercipta agar hakim dalam menegakkan hukum tidak
semena-mena. Kedua, Mahkamah Agung merupakan peradilan yang tertinggi
jelas mempunyai tugas untuk mempertahankan tertib hukum dan sebagai figur
dari penegak hukum yang lain. Telah jelas Mahkamah Agung harus menjalankan
kewajibannya sesuai batas-batas yang telah ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan.
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